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Daftar Topik Wawancara:

1. Bagaimana pandangan Ibu sebagai Komisioner Komnas HAM melihat
perkembangan kasus pelanggaran HAM berat saat ini?

2. Bagaimana Ibu memandang peran dari aktor-aktor negara tersebut, khususnya
yang berperan di Pengadilan HAM, dan apakah terdapat tantangan atau
kesulitan tersendiri bagi penyelidik pada saat melakukan penyelidikan?

3. Jaksa Agung memberikan pernyataan bahwa salah satu kendala untuk
menangani PHB adalah kurangnya bukti, bagaimana tanggapan Ibu terhadap
pernyataan tersebut, apakah bukti sulit didapatkan atau terdapat faktor lainnya?

4. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai keseriusan pemerintah dalam
menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia?

5. Bagaimana negara Indonesia akan menanggapi dan menangani kasus-kasus
pelanggaran HAM berat yang belum diadili di kemudian hari?

6. Menurut Ibu siapa saja yang berperan penting untuk mendukung dan

mewujudkan UU KKR ini untuk segera disahkan?
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Tema Wawancara : Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Daftar Topik Wawancara:

1. Tugas dan Fungsi Komnas HAM serta peran Bapak Uli Parulian sebagai
Komisioner dalam bidang penegakan, pemantauan, penyelidikan, dan
pengawasan HAM dalam rangka penegakan hukum HAM?

2. Apa tantangan atau hambatan yang Bapak Uli Parulian alami ketika sedang
menjalankan tupoksi Bapak?

3. Bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam menegakan hukum HAM,
khususnya tehadap kasus pelanggaran HAM berat?

4. Mengapa terdapat beberapa kasus yang belum bisa diadili hingga saat ini?

5. Menurut Bapak apa saja catatan penting bagi negara Indonesia untuk

mewujudkan penegakan HAM yang komprehensif?
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Perihal : Wawancara Komisioner Komnas HAM
Narasumber : Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Tema Wawancara : Penegakan Hukum HAM di Indonesia

Daftar Topik wawancara:

1. Bagaimana Bapak melihat kondisi penegakan HAM di Indonesia saat ini,
secara umum?

2. Apa saja program utama Komnas HAM dalam bidang pendidikan dan
penyuluhan hak asasi manusia?

3. Sejauh mana pendidikan HAM kepada masyarakat berkontribusi terhadap
penegakan HAM?

4. Apa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di
Indonesia, terutama pelanggaran HAM berat?

5. Menurut Bapak, apa saja peluang dan prospek yang bisa dimanfaatkan

Indonesia untuk memperbaiki sistem penegakan hukum HAM?
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